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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Mengelola Usaha Kecil usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan
memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995. Usaha kecil merupakan
bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan
yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional Usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada
berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini
dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset
yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur
secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam
perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional
dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.
Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan
nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam
negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Oleh karena Perlu adanya kesadaran kita untuk mengembangkan UMKM di Indonesia agar
terciptanya kesejahteraan masyarakat. Perubahan perekonomian internasional yang ditandai
oleh liberalisasi dan menguatnya globalisasi ekonomi membawa perubahan dalam konsep
persaingan suatu bangsa. Hal ini memungkinkan terjadinya aliran faktor-faktor produksi
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oleh negara lain melalui global firms, multinasional corporation. Pemerintah sebagai
pelaksana pembangunan mendorong lahirnya banyak perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan
semakin dipermudah pengurusan perijinan pendirian usaha. Dengan kemudahan ini
diharapkan akan semakin banyaknya perusahaan yang memiliki ijin.

Perijinan usaha dagang adalah alat untuk membina, mengarahkan dan mengawasi setiap
usaha perdagangan, bagi pemerintah, izin usaha berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan,
pengawasan serta melindungi dunia usaha

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengelolaan Usaha Mikro di Indonesia ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan Usaha Mikro di Indonesia ?

TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui pengelolaan Usaha Mikro di Indonesia
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan Usaha Mikro di Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Usaha Mikro Menengah

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh
rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha Mikro adalah orang yang
berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain: modal usahanya tidak
lebih dari Rp 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima
orang dan sebagian besar mengunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya
bertindak secara naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-
hari.” P2KP, “Mengenal Kelompok Usaha Mikro.

Jenis usaha mikro, antara lain seperti dagang (seperti warung kelontong, warung nasi,
mie bakso, sayuran, jamu), industri kecil (konveksi, pembuatan
tempe/kerupuk/kecap/kompor/sablon), jasa (tukang cukur, tambal ban, bengkel motor,
las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cindera mata, perkayuan, anyaman), dan
pertanian/peternakan (palawija, ayam buras, itik, lele). Ibid

Terkait pengembangan usaha mikro, dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama,
Kelompok Usaha Mikro (KUM), yaitu sekelompok orang yang bersepakat untuk saling
membantu dan bekerjasama dalam membangun sumber pelayanan keuangan dan usaha
produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. KUM adalah
kelompok swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi. KUM diperlukan,
karena usaha sendiri tidaklah mudah dan memiliki keterbatasan pengetahuan/pendidikan,
sumber bahan baku terbatas, modal kecil, teknologi produksi sederhana, serta tidak memiliki
akses kepada sumber modal, selain itu pengembangan suatu usaha tanpa didukung oleh
jaringan yang luas dan kemampuan berinovasi tidak akan mampu bersaing dengan usaha
sejenis lainnya (Sahban, Kumar, & Ramalu, 2014), apalagi persaingan antar usaha dewasa
ini cukup kuat.

Pemberdayaan Industri Kecil bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan
kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang
menjadi usaha menengah dan juga untuk meningkatkan peranan industri kecil dalam
pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan
ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai
tulang punggung serta memperkokoh struktur.
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Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah menyebutkan: ”Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.”

Pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai
usaha mikro, yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah.

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah memberikan pengertian pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah
sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah memberikan definisi dari upaya pengembangan, yaitu: Upaya
yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk
memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan,
pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan
dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketentuan untuk dikatakan sebagai usaha
kecil harus sesuai dengan beberapa ketentuan yang diatur oleh undang-undang, di antaranya
ketentuan mengenai besarnya modal dan pendapatan. Ditinjau dari sisi modal dan
pendapatan, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengatur
harus memiliki kekayaan bersih lebih dari dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2. 500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah).

Jenis Penelitian Kualitatif melalui pendekatan Fenomenologi
PEMBAHASAN
Pengelolaan Usaha Mikro Di Indonesia

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini
dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset
yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur
secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam
perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional
dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.
Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan
nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam
negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Mengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Empat aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM, yaitu:
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a. Aspek Pengelolaan Keuangan

Masalah permodalan menjadi masalah yang patut diperhatikan bagi UMKM. Kredit Usaha

Rakyat (KUR) merupakan salah satu solusi atas masalah permodalan yang dihadapi

UMKM.

= UMKM yang baik harus dapat menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik dan
disiplin.

= Dapat memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha

= UMKM vyang tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik akan mengakibatkan
beberapa masalah pembayaran kredit yang disebut kredit macet pada bank pemberi
KUR / Lembaga-lembaga lainnya.

b. Aspek Pengelolaan SDM

= Pengelolaan SDM untuk UMKM biasanya tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga
kerja dan dengan sistem perekrutan yang cukup sederhana.

= Namun tetap dibutuhkan keterampilan yang memadai guna mendukung sistem

operasional dan untuk itu diperlukan beberapa pelatihan kecil.

Jumlah Tenaga Kerja

Usaha Mikro : 1-4 orang

Usaha Kecil : 5-19 orang

Usaha Menengah : 20-99 orang

c. Aspek Pengelolaan Operasional

= Mikro : Pengelolaan manajemennya hanya ditangani sendiri dengan teknik sederhana.
Usaha mikro tergolong ke dalam usaha produksi rumah tangga. Karena pengelolaan
operasionalnya di lakukan di dalam rumah.

= Kecil : Pengelolaan manajemennya juga ditangani secara sederhana namun sedikit lebih
kompleks dibanding Mikro. Pengelolaan operasional usaha kecil pada dasarnya hampir
sama dengan usaha mikro, namun bedanya terletak pada skalanya yang lebih besar.

= Menengah : Biasanya sudah mengenal sistem organisasi yang mempermudah
pembagian tugas operasional meskipun masih tergolong sederhana.

d. Aspek Pengelolaan Pemasaran

= Mikro: Dapat melalui penitipan produk di warung-warung yang memperbolehkan
penitipan. Biasanya pemasaran seperti ini memakai sistem bagi hasil.

= Kaecil : Sudah melakukan promosi terutama promosi dari mulut ke mulut dan selebaran-
selebaran foto copy brosur.

= Menengah : Pemasaran sudah lebih kompleks dan terarah. Hampir sama dengan usaha
kecil, namun lebih banyak media yang digunakan seperti teknologi, koran, & papan
reklame.

Usaha Mikro Kecil

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun Kriteria usaha Mikro menurut Undang-
Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
antara lain :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; atau
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2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat
diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan
Presiden)

Ciri-ciri yang ada di usaha mikro, antara lain:

= Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;

= Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;

= Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak
memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup

potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha

mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non

mikro, antara lain :

= Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal
dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus
berkembang;

= Tidak sensitif terhadap suku bunga;

= Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter;

= Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal
dilakukan dengan pendekatan yang tepat

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit
memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro
maupun pada sisi perbankan sendiri.

Profil usaha mikro yang selama ini berhubungan dengan Lembaga Keuangan, adalah:
Tenaga kerja, mempekerjakan 1-5 orang termasuk anggota keluarganya.

Aktiva Tetap, relatif kecil, karena labor-intensive.

Lokasi, di sekitar rumah, biasanya di luar pusat bisnis.

Pemasaran, tergantung pasar lokal dan jarang terlibat kegiatan ekspor-impor.
Manajemen, ditangani sendiri dengan teknik sederhana.

Aspek hukum: beroperasi di luar ketentuan yang diatur hukum: perijinan, pajak,
perburuhan, dll.

ogakrwhdE

Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki
kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan
nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil
juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan
pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan
ekonomi masyarakat.

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan yang dilakukan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar
yang memenuhi Kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat

dilihat dari:

a. Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil
tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan.
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b. Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi
yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara
tradisional.

c. Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti:
untuk tujuan ekspor barangbarang hasil produksinya.

Sedangkan pada hakikatnya penggolongan usaha kecil, yaitu:

a. Industri kecil, seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam, dan
lain sebagainya.

b. Perusahaan berskala kecil, seperti: toserba, mini market, koperasi, dan sebagainya.

c. Usaha informal, seperti: pedagang kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan
pokok.

Kekuatan dan kelemahan usaha kecil

1. kelemahan usaha kecil
a. Modal terbatas
b. Kredibilitas
c. Permasalahan pegawai

2. Kekuatan usaha kecil
a. Sentuhan pribadi
b. Motivasi yang lebih tinggi
c. Fleksibilitas yang tinggi

Usaha Menengah

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-
undang.

Adapun kriteria usaha Menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:

=  Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak
Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

= Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling
banyak Rp 50.000.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan
perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden)

Ciri-ciri usaha menengah, antara lain:

= Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur
bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan,
bagian pemasaran dan bagian produksi;

= Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan
teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk
oleh perbankan;

= Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada
Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;

= Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin
tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
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Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor

mungkin hampir secara merata, yaitu:

a. Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah

b. Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor

c. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi
dan bus antar propinsi

d. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam

e. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

Sasaran dan pembinaan UMKM

= Meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang semakin
tangguh dan mandiri sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam
perekonomian nasional.

»= Meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia.

= Seimbangnya persebaran investasi antar sektor dan antara golongan.

Dalam mengevaluasi pembinaan UMKM

a. Dimulai dengan proses peningkatan kemampuan mengelola (manajemen) dibidang
pemasaran, keuangan dan personalia.

b. Meningkatkan kemampuan kegiatan operasional.

c. Kemampuan dalam mengendalikan bisnis.

Apabila UMKM sudah siap untuk bersaing terutama dalam perdagangan internasional,
UMKM harus mampu:

a. menerima dan mengadaptasi Teknologi

b. Mampu melaksanakan inovasi

Apabila UMKM dapat mengadaptasi, menguasai dan mengembangkan teknologi serta selalu
menciptakan inovasi, maka hal tersebut akan memotivasi UMKM untuk mengekspor
produknya, maka UMKM agar dapat memanfaatkan peluang pasar di luar harus dibantu
kebijakan pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang mendukung,
fasilitas infrastruktur yang memadai, kestabilan politik dan penegakan hukum yang adil dan
bersih. Disamping itu UMKM yang memerlukan suatu badan atu lembaga yang selalu
memerlukan informasi bisnis yang akurat dan terus-menerus. Perana BPEN sangat strategis
untuk membantu dan mendorong kegiatan ekspor bagi usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM)

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil, dan menengah
(UMKM), antara lain meliputi:

1. Faktor Internal

a. Modal
Kurangnya permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk
mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena
pada umumnya usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau
perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik
yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga
keuangan lainnya sulit diperolah, karena persyaratan secara administratif dan teknis
yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen
Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang sangat penting untuk maju dan
berkembang, sebagian besar usaha mikro dan usaha kecil tumbuh secara tradisional
dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha mikro
dan kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan
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keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya,
sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu
dengan keterbatasan SDM nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi
perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang
dihasilkannya.
c. Teknologi

Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada
umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat
terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang
dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang
kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah
solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan
promosi yang baik. Sebagian besar UMKM masih dihadapkan pada kendala dalam
informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi.

2. Faktor Eksternal

a. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif
Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha mikro kecil, dan
menengah (UMKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun
dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya
persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha-
pengusaha besar.

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat
berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

c. Implikasi Otonomi Daerah
Dengan berlakunya Undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah,
kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat
setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil
dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan
daya saing Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Di samping itu semangat kedaerahan
yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar
daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

d. Implikasi Perdagangan Bebas
Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku pada Tahun 2003 dan APEC
Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing dalam
perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UMKM dituntut untuk melakukan
proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang
sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO
9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Asasi Manusia. (HAM) serta isu
ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh Negara maju sebagai
hambatan (Non Tarif Barrier for Trade). Untuk itu maka UMKM perlu mempersiapkan
agar agar mampu bersaing baik secara keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Upaya untuk Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara
pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM,
maka ke depan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan
mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur
perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
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2. Bantuan Permodalan Pemerintah
Bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-
syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan
permodalannya, baik itu melalui sector jasa financial formal, sector jasa financial
informal, skema penjaminan, leasing dana modal ventura. Pembiayaan untuk UMKM
sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non
bank. Lembaga Keuangan Mikro Bank antara lain, BRI unit desa dan Bank Perkreditan
Rakyat (BPR). Sampai saat ini BRI memiliki sekitar 4.000 unit tersebar di seluruh
Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit melayani UMKM.
Untuk itu perlu mendorong pengembangan LKM, yang harus dilakukan sekarang ini
adalah bagaimana mendorong pengembangan LKM ini berjalan dengan baik, karena
selama ini LKM non kpperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.

3. Perlindungan Usaha Jenis-jenis Usaha Tertentu
Perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang
merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari
pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang
bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).

2. Pengembangan Kemitraan
Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antara
UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar
negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga
untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan
demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis
lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

3. Pelatihan Pemerintah
Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek
kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya
dalam pengembangan usaha. Di samping itu juga perlu diberi kesempatan untuk
menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui
pengembangan kemitraan rintisan.

4. Membentuk Lembaga Khusus
Membentuk lembaga khusus perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung
jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya
penumbuh kembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka
mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Usaha Mikro Di Indonesia

Semenjak Indonesia merdeka, pemerintah berusaha mencetak pengusaha-pengusaha baru
untuk merobohkan sistem ekonomi kolonial dan diganti dengan ekonomi kerakyatan.
Beberapa program disusun oleh pemerintah Orde Lama. Di masa demokrasi liberal, dikenal
Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan
mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan
membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir
pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat
berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat
pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-
pribumi.

Gagal dengan Program Benteng, pemerintah mengenalkan program baru yakni sistem
ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo 1) yang diprakarsai Mr Iskak
Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina (baba) dan pengusaha
pribumi (ali). Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada
pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta
nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang
berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari
pemerintah.Di masa Orde Baru, pengembangan UMKM terus berlanjut. Pemerintah Orba
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membuat UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil guna memberdayakan usaha kecil. UU
ini berisi XI bab dan 38 pasal dan mengatur pelaksanan permberdayaan UMKM di
Indonesia.

Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan
global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur
Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat
memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha. UU tersebut diganti dengan UU No.20
Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut, disebutkan peran pemerintah untuk
memberdayakan UMKM.

Terkait dengan urusan pemerintahan, setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan (Pasal 4 ayat 1). Kementerian Koperasi dan UKM RI merupakan Kementerian
di kelompok ketiga yaitu urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan
sinkronisasi program pemerintah (Pasal 4 ayat 2, huruf C), berkaitan dengan urusan
pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Pasal 5 ayat 3).

Sehubungan dengan amanat Undang-Undang, pemerintah melaksanakan berbagai program
yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM. Program tersebut antara lain adalah
program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan pemberian Kredit Usaha Rakyat
(KUR).

KUR vyang dilaksanakan sejak tahun 2007 dan bekerja sama dengan bank nasional
penyalur KUR sebanyak 7 bank yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat
Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank
Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah).

Hasil pelaksanaan pada tahun 2012 yaitu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar
Rp.34,2 triliun untuk lebih dari 1,9 juta debitur, dengan rata-rata kredit/pembiayaan sebesar
Rp.17,5 juta. Volume penyaluran KUR tersebut telah melampaui target tahun 2012 sebesar
Rp.30 triliun. Tingkat non-performing loan (NPL) KUR pada tahun 2012 cukup rendah
yaitu 3,6 persen. Sebagian besar KUR disalurkan ke sektor perdagangan (37,5 persen),
sektor pertanian dan perikanan (17,1 persen), dan sektor perdagangan terintegrasi dengan
sektor hulu (14,2 persen). Realisasi sebaran KUR dari tahun 2007 sampai 2013
menyebutkan bahwa Bank BRI adalah penyalur KUR terbesar dengan total plafond
mencapai Rp. 79,9 triliun. Selain sektor ritel BRI juga menyalurkan KUR di sektor mikro
yang masing-masing plafondnya sebesar Rp. 16,03 triliun dan Rp. 63,9 triliun, debiturnya
94.710 UMK dan 8.650.164 UMK, rata-rata kredit Rp. 169,3 juta/debitur dan Rp. 7,4
juta/debitur, serta NPL penyaluran masing-masing 3,4% dan 1,9%. Menduduki peringkat
kedua yaitu Bank Bank Mandiri dengan total plafond sebesar Rp. 12,6 triliun, debiturnya
sebanyak 250.032 UMK, dengan rata-rata kredit Rp. 50,4 juta/debitur serta nilai NPL
sebesar 4,3%. Di urutan ketiga adalah BNI dengan total plafond sebesar Rp. 12,11 triliun,
debiturnya sebanyak 184.805 UMK, dengan rata-rata kredit Rp. 65,5 juta/debitur serta nilai
NPL sebesar 4,1%.

Selanjutnya berturut-turut yaitu BTN dengan plafond Rp. 4,1 triliun, BSM dengan plafond
Rp. 3,4 triliun, Bank Bukopin dengan plafond 1,75 triliun dan BNI Syariah dengan plafond
Rp. 142.876 miliar. Secara keseluruhan, nilai Non Performing Loan (NPL) penyaluran KUR
oleh bank pelaksana ini masih dibawah 5% yaitu sebesar 3,4%. Bank BTN merupakan Bank
Pelaksana dengan nilai NPL terbesar dalam penyaluran KUR vyaitu sebesar 9,5% dan BRI
Mikro dengan NPL terkecil yaitu 1,9%. Diharapkan pada periode-periode berikutnya nilai
NPL pada bank yang masih di atas 5% bisa turun sehingga penyalurannya lebih tepat
sasaran.

Pada tahun 2012, pemerintah juga melakukan pendampingan bagi 27.520 calon debitur
KUR dan sosialisasi KUR di 33 provinsi. Melalui program tersebut diharapkan penerima
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KUR dapat mempergunakan KUR untuk pengembangan usaha dan membuat UMKM
menjadi lebih berdaya karena tambahan modal tersebut

KESIMPULAN

Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah merupakan asset kekuatan yang potensial,
hal ini disebabkan dalam membangun usaha para pelaku ekonomi UMKM mampu
membangun kegiatan bisnis yang bertumpu pada kemandirian biaya,bahan baku local dan
pengelolaan berbasis kekeluargaan, usaha mikro kecil dan menengah mampu eksis ketika
badai krisis moneter melanda dunia khususnya di Negara Negara berkembang di asia
tenggara, hal ini disebabkan pelaku usaha mikro tidak mengantungkan pada produk bahan
baku impor dan pembiayaan besar.
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